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(E) Isi :

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia, karena manusia
biasanya membutuhkan tanah untuk kegiatannya, dan tanah tumbuh melalui
pemanfaatan sumber daya alam di permukaan bumi. Kehidupan ada di
sebagian besar tanah, yang menjadikan tanah sebagai bagian penting dari
kepentingan manusia, maka tanah juga diperlukan untuk pembangunan rumah
sebagai tempat tinggal. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur bahwa semua orang berhak
hidup sejahtera dan tinggal di wilayah yang baik dan sehat. Masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan hukum
perjanjian sewa beli tanah dan bangunan dalam hal peralihan hak atas tanah
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/PDT/2019. Metode penelitian
ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menjelaskan sistematis aturan
yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, ditambah metode wawancara
sebagai penguatan data pendukung. Data penelitian memperlihatkan
kedudukan hukum dalam perjanjian sewa beli rumah milik negara kurang kuat,
karena peralihan tanah dan bangunan ditentukan oleh kontrak standar, yaitu
sewa beli. Isinya ditentukan oleh PT PLN (Persero) dan karyawan PT PLN
(Persero), namun perjanjian yang dibuat tersebut tidak seimbang karena hanya
menguntungkan pihak PT PLN (Persero). Sebaiknya bagi para pihak dapat
lebih berhati — hati dan teliti dalam memahami dan melaksanakan isi perjanjian
sewa beli yang sudah disepakati agar Penggugat selaku pembeli tidak merasa
dirugikan dalam perjanjian sewa beli ini.
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